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A. Eksistensi Hukum Internasional di Indonesia 
Hukum internasional (HI)  adalah salah satu cabang dari ilmu hukum yang sering dianggap kurang 
popular, mengawang-awang,  tidak membumi, kurang marketable dan kurang sexy dibandingkan 
dengan hukum bisnis, hukum pidana, dan hukum ketatanegaraan. Tidak heran oleh karenanya 
jika peminat hukum internasional tidaklah sebanyak hukum bisnis dan teman-temannya. Hal ini 
telah saya temui sejak saya menjadi mahasiswa S1 di FH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 
diantara kurang-lebih 200 mahasiswa seangkatan, seingat saya hanya 4 orang saja yang 
mengambil program kekhususan hukum internasional.  Di FH Universitas Islam Indonesia sampai 
sekarang peminat konsentrasi HI selalu paling sedikit dibandingkan konsentrasi lain. Kondisi 
yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di FH lainnya. Meskipun tidak melakukan penelitian 
khusus mengenai hal ini namun dari hasil bincang-bincang dengan teman sejawat hampir selalu 
menceritakan kondisi yang sama. 

Hal ini telah lama menjadi kegelisahan saya. Dalam pandangan saya hukum internasional 
terlebih di era globalisasi sangatlah dibutuhkan. Indonesia sangat membutuhkan pakar-pakar 
hukum internasional yang bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional. 
Bagaimana bisa lahir ahli-ahli hukum internasional yang mumpuni dalam memperjuangkan 
kepentingan Indonesia di kancah internasional jika  hukum internasional tidak diminati kalangan 
mahasiswa yang merupakan calon-calon generasi penerus bangsa?.  Sebagai contoh Sampai saat 



ini Indonesia masih hampir selalu menggunakan lawyer asing dengan bayaran yang sangat tinggi  
di berbagai kasus sengketa internasional baik di arbitrase internasional seperti Permanent Court 
of Arbitration (PCA), International Centre Settlement on Investment Dispute (ICSID), Singapore 
International Arbitration Court (SIAC) dan lain-lain termasuk di International Court of Justice 
(ICJ).  

Dari hasil pengamatan dan pengalaman saya sendiri saat menjadi mahasiswa, salah satu 
factor  penyebab kurang diminatinya HI oleh mahasiswa antara lain adalah karena teks buku yang 
tersedia mayoritas bahasa Inggris. Kalaupun tersedia yang bahasa Indonesia adalah buku  
terjemahan yang bahasanya sangat kaku dan susah dipahami. Faktor lain adalah materi dan 
contoh-contoh  dalam buku-buku teks tersebut sangat tidak membumi dengan Indonesia, sehingga 
rasa kebermanfaatannya untuk menyelesaikan persoalan-persolan hukum di Indonesia dirasa 
sangat kurang. Di sisi lain materi-materi yang diberikan dalam  hukum bisnis, keperdataan, pidana 
juga hukum  ketatanegaraan  sangatlah aplikatif dengan persoalan-persoalan hukum sehari-hari 
bangsa Indonesia. Hal ini sedikit banyak menjadikan hukum internasional kurang  menarik bagi 
mahasiswa. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengajar hukum intrenasional untuk menulis 
buku hukum internasional yang aplikatif, membumi dengan persoalan bangsa Indonesia.  

Tidak hanya dikalangan mahasiswa, HI juga terpinggirkan di level pemerintahan dan 
system ketatanegaraan Indonesia. Sampai saat ini tidaklah jelas dimana kedudukan HI dalam 
system hukum nasional Indonesia. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, kalau ditilik jauh ke 
belakang mengapa HI seolah asing, tidak membumi, terpinggirkan dibanding cabang ilmu hukum 
lain di Indonesia bisa sangat dimaklumi. Hukum internasional mengatur tentang perilaku Negara. 
Ketika berhubungan dengan perilaku maka hukum tidak bisa lepas dari masalah psikologi. 
Kepatuhan atau keyakinan Negara pada hukum internasional adalah masalah psikologis,  
demikian halnya dengan pengalaman, karena akan melibatkan berbagai kondisi psikologis. 
Kondisi psikologis dapat mempengaruhi perilaku negara dalam melaksanakan hubungan 
internasionalnya. Menurut Satjipto Raharjo untuk memahami perilaku, dengan mengandalkan 
penjelasan normatif saja tanpa bantuan ilmu yang lain seperti halnya psikologi, dapat terkecoh. 
Apabila selanjutnya penjelasan normatif itu kemudian diterima dan  menjadi dasar dari politik 
hukum atau politik penegak hukum, maka bisa dipastikan  langkah-langkah hukum yang diambil 
akan didasarkan pada pondasi yang tidak kokoh atau tidak tepat.1 Pengalaman Buruk Indonesia  
di Masa Lalu Sebagai Bangsa Jajahan merupakan factor psikologis yang mempengaruhi sikap 
dan penerimaan negara terhadap hukum internasional.. 2  

Mayoritas negara di Asia dan Afrika adalah bekas negara jajahan. Mereka mengemukakan 
bahwa  mereka bukanlah pembuat ketentuan HI. Bangsa baratlah yang membuat HI untuk 
kepentingan mereka. HI sangatlah euro-centric.  Negara Asia Afrika  hanyalah sebagai  
beneficiary. China misalnya, mengemukakan bahwa  dirinya lebih dari 1 abad, diperlakukan tidak 
adil oleh pihak asing dengan rejim ekstraterritorial  sebagai hasil penerapan Gun boat diplomacy 
dan rangkaian tindakan pemaksaan (coercive), serta "unequal treaties" yang lain. China merasa 
dalam  sejarah negaranya  telah diperlakukan tidak adil,  sebagai korban imperialisme, 
ekspansionisme dan eksploitasi barat. China merasa telah dipaksa pihak penjajah barat untuk 
menyerahkan sebagian wilayah miliknya diluar kehendaknya kepada Barat, membayar kerusakan 
akibat perang, menerima missionaries asing, menyerahkan pungutan pajak, membuka pelabuhan 
untuk perdagangan internasional, mengijinkan yurisdiksi konsular, dan tindakan-tindakan 

                                                            
 1 Satjipto Raharjo, (2006), Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, hlm. 150 
 2 Ibid, hlm.154 



ekstrateritorial yang lain. China merasa kedaulatannya sangat dirongrong oleh kekuatan asing dan 
itu sangat tidak dikehendaki berulang setelah China merdeka.3  

Apa yang dirasakan China juga dirasakan oleh negara-negara bekas jajahan yang lain, 
termasuk Indonesia. Wajar kiranya jika Negara-negara ini  memiliki kecurigaan yang besar dan 
kurang bersahabat terhadap hukum internasional. Ketentuan hukum internasional dicurigai hanya 
menguntungkan kepentingan Barat, dan sebaliknya menimbulkan     ketidakadilan dan merugikan 
kepentingan negara-negara bekas jajahan. Lebih dari itu, pengutamaan terhadap hukum ekonomi  
internasional misalnya  dianggap sebagai bentuk baru dari kolonialisme  ekonomi. 4 

Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, pengaruh psikologis sebagai bangsa jajahan telah 
membuat sikap Indonesia terhadap HI mengalami pasang surut.  Pasang surutnya sikap Indonesia 
terhadap hukum internasional ini dapat dibagi dalam tiga masa. Pertama sikap Indonesia di masa 
orde lama di awal kemerdekaan (1945-1966), masa orde baru (1966-1998) dan era reformasi 
(1998-sekarang)5 

Di awal kemerdekaan atau masa orde lama ini   sikap Indonesia cenderung tidak 
bersahabat dengan HI. Kecurigaan bahwa HI merupakan produk hukum ciptaan barat yang 
merupakan alat legitimasi  kepentingan barat terhadap Negara-negara bekas jajahan sangatlah 
terasa. sikap Indonesia terhadap hukum internasional yang dianggap sebagai produk colonial 
menunjukkan adanya sentimen nasionalisme, resistensi dan perlawanan. 6 

Tahun 1956 Indonesia  memutuskan secara sepihak perjanjian Konferensi meja Bundar 
(KMB). Hal ini berarti Indonesia juga  memutuskan untuk menghentikan pembayaran sisa utang 
yang harus dibayar sebesar 500 juta Gulden dari jumlah keseluruhan hutang sebesar 4,5milyar 
Gulden7. Tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak tentu merupakan pelanggaran terhadap 
prinsip pacta sunt servanda. Argumen yang digunakan Indonesia untuk menjustifikasi apa yang 
dilakukannya adalah dengan menggunakan doktrin rebus sic stantibus yaitu adanya perubahan 
fundamental dalam suatu negara. 8 

Tahun 1957 secara sepihak juga Indonesia mendeklarasikan deklarasi Djuanda yang 
kemudian diundangkan dalam UU no 4 Prp 1960 . Deklarasi Djuanda dikeluarkan karena 
Indonesia merasakan ketidak adilan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak geografis 
yang khas, yang bilaman hukum kebiasaan internasional yang berlaku saat itu diterapkan terhadap 
Indonesia akan mengakibatkan kantong-kantong perairan internasional di wilayah perairan 
nusantara. Hal ini tentu saja sangat membahayakan keamanan nasional Indonesia.  

Di tahun 1958, Indonesia mengeluarkan PP No. 23 tahun 1958 yang menasionalisasi 
semua Perusahaan Belanda di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari PP ini, kebijakan ini 
diambil dalam rangka penyelamatan kelangsungan dan kelancaran ekonomi akibat perjuangan 
                                                            
 3 Dahai Qi, (2008),” State Immunity, China and Its Shifting Position”, 7 Chinese J. Int'l L. 307, hlm.320 

4 Sompong Sucharitkul, (2005), “Jurisdictional Immunities in Contemporary International Law from 
Asian Perspectives”,  4 Chinese J. Int'l L. 1, hlm.16 

5 Lihat sefriani, 2016, Hukum Internasional suatu pengantar, edisi revisi, cetakan ke 8, Rajagrafindo, Jakarta. 
Lihat juga Damos Dumoli Agusman, “Indonesia dan hukum Internasional:  Dinamika posisi Indonesia terhadap 
Hukum Internasional”, dalam jurnal Opinio Jurist, Vol 15, Jnauari-April 2014, hlm. 18, Dirjen Hukum dan Perjanjian 
Internasional , kementrian  Luar Negeri  Republic Indonesia 

6 Swan Sik Ko, 1994,  ‘International Law in Municipal Legal Orders of Asian States: Virgin Land’, dalam  
Ronald St. J. Macdonald (ed.), Essays in Honour of Wang Tieya , hlm.738 

7 Batara R. Hutagalung, 2011, “Belanda Harus Mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945, KetuaKomite 
Nasional PembelaMartabatBangsa Indonesia, diakses terakhir juli 2015 di 
http://www.rmol.co/read/2011/05/07/26466/Belanda-Harus-Mengakui-Proklamasi-17-Agustus-1945- 

8 Lihat Roesland Abdulgani, 1965, Hukum dalam Revolusi dan Revolusi dalam Hukum, hlm. 36  , 
sebagaimana dikutip oleh Damos Dumoli Agusman, loc.cit   



pembebasan Irian Barat . Tindakan Indonesia menasionalisasi tanpa memberikan ganti rugi 
berdasarkan prompt, adequate dan effective diakui oleh  Mochtar Kusumaatmadja  sebagai 
kebijakan yang  prima facie bertentangan dengan hukum internasional tentang perlindungan 
warga asing beserta propertinya9.  

Di era orde baru (1966-1998), sikap Indonesia lebih bersahabat terhadap hukum 
internasional. Di era ini tercatat beberapa kali Indonesia mengirimkan pasukan garuda sebagai 
pasukan perdamaian PBB bergabung dengan negara-negara lain di beberapa wilayah konflik. 
Politik luar negeri Indonesia di era orde baru  condong ke barat. Rejim orde baru sangat welcome 
terhadap investor  asing. Hal ini dibuktikan dengan begitu cepatnya Indonesia meratifikasi 
konvensi Washington tahun 1965 tentang International centre for Settlement Investment  dispute  
(ICSID ) di tahun 1968, dengan maksud untuk menarik investor asing. Rejim orde baru juga 
banyak menandatangani bilateral investment treaty (BIT) dengan negara-negara asal investor 
asing yang isinya  memberikan  jaminan full security bagi para investor. Apabila di bidang 
investasi, Indonesia sangat tunduk pada hukum internasional , tidak demikian halnya di bidang 
HAM. Di bidang HAM Soeharto bersama-sama Lee Kwan Yu dari Singapura , mengenalkan apa 
yang disebut dengan nilai-nilai Asia, bahwa HAM khususnya bidang sipil politik tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Asia. HAM dikatakan berasal dari barat , individualistis. Sedangkan 
masyarakat Asia adalah berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 

Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, Dibandingkan dengan dua era sebelumnya, di era 
reformasi (1998 sampai sekarang) sikap Indonesia terhadap Hukum Internasional jauh lebih 
bersahabat. Indonesia banyak melakukan perjanjian kerjasama di berbagai bidang baik ekonomi, 
pertahanan keamanan, social, maupun budaya. Meskipun demikian, sesungguhnya  perhatian 
terhadap hukum internasional masih jauh dari yang diharapkan. Saat ini  masih sangat tidak jelas 
dimana kedudukan HI dalam sistem Hukum Indonesia.  Konstitusi Indonesia silent terhadap 
hukum internasional. Kalaupun ada yang menyinggung hukum internasional dalam konstitusi 
Indonesia  hanyalah apa yang dinyatakan dalam preambule bahwa salah satu tujuan NKRI adalah 
ikut serta mewujudkan tata tertib dunia. Demikian pula UU nomor 12 tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, sama sekali tidak menyebutkan keberadaan hukum  
internasional. Tidak jelas juga misalnya dimana kedudukan perjanjian internasional juga hukum 
kebiasaan internasional dalam sistem hukum Indonesia.  Ketidakjelasan ini mengakibatkan 
perdebatan yang cukup Panjang ketika Mahkamah konstitusi diminta untuk mereview UU 
ratifikasi Piagam ASEAN yaitu UU 38 tahun 2008 yang dianggap oleh pemohon bertentangan 
dengan Pasal 33 UUD 1945. Demikianlah, Hukum internasional masih seperti terisolir. Di 
kalangan akademisi nampak sangat kurangnya aspek internasional dalam bahasan ilmu 
ketatanegaraan di Indonesia. Sebaliknya juga lemahnya pembahasan aspek konstitusional dalam 
bahasan hukum internasional.10 Dijajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah bahkan juga 
legislative dan yudikatif pemahaman terhadap hukum  internasional juga masih memprihatinkan. 
Dikeluarkannya UU No 7 tahun 2014 misalnya menuai kontroversi mengingat Pasal 85 UU ini 
memuat ketentuan yang memberi kesempatan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 
pemerintah untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian perdagangan yang telah 
diratifikasi dengan alasan kepentingan nasional. Penormaan semacam ini akan menimbulkan citra 

                                                            
9 Mochtar Kusumaatmaja, 1982, pengantar Hukum Internasional, Buku I bagian Umum, Bina Cipta, 

bandung, hlm.64 . 
10 Ibid, hlm. 27 



yang buruk pada Indonesia yang dianggap tidak menghormati pacta sunt servanda yaitu 
perjanjian mengikat bagi para pihaknya dan harus dilaksanakan dengan etikad baik.11   

Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, di era globalisasi ini interaksi dengan pihak asing 
dalam berbagai bidang tidaklah bisa dihindari. Kebutuhan akan hukum internasional bagi setiap 
negara termasuk Indonesia adalah suatu keniscayaan. Istilah globalisasi pertamakali digunakan 
oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik 
perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Berdasarkan history, akar munculnya globalisasi 
adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik 
melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi dan informasi.12 Hal ini sering 
disebut dengan Triple T revolution, yaitu revolusi di bidang teknologi, transportasi dan 
telekomunikasi.13 Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri perang dingin 
memungkinkan kapitalisme barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni 
global. Itulah sebabnya di bidang ideology perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut 
dengan dekolonisasi, rekonolisasi, neo kapitalisme, atau neo liberalisme. Globalisasi ekonomi 
dewasa ini merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem 
ekonomi internasional yang berdampak besar pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga 
menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha 
standarisasi hukum melalui perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT/WTO 1994.14 
GATT/WTO, liberalisasi perdagangan memang tidak bisa dihindari. Menjadi peluang  sekaligus  
tantangan bagi Indonesia bagaimana bisa memanfaatkan hukum internasional terhadap 
masyarakat internasional di era globalisasi untuk kepentingan Indonesia. Suatu  tantangan bagi 
pengajar HI khususnya untuk lebih membumikan HI supaya dapat diimplementasikan kedalam  
persoalan kehidupan sehari-hari Bangsa Indonesia. Perdagangan bebas dan perlindungan 
investasi asing  tidak boleh merugikan kepentingan Indonesia.  Sangat penting kiranya bagi 
Indonesia untuk merumuskan kembali politik hukum internasionalnya agar sejalan dengan 
amanat konstitusi, membumi dan bermanfaat bagi Indonesia. 

 
B. Model BIT untuk  Indonesia 

Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini ijinkan saya mengambil 
satu contoh saja produk hukum internasional yang seharusnya mendapat perhatian ekstra supaya 
bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Produk hukum internasional yang dimaksud 
disini adalah perjanjian investasi internasional (PII), khususnya Bilateral investment treaty (BIT). 
BIT saya ambil sebagai contoh mengingat produk hukum ini  banyak dituding sebagai bentuk 
baru penjajahan  ekonomi negara pengekspor modal terhadap Indonesia. BIT dimanfaatkan oleh 
pihak asing terhadap Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka di Indonesia. Kondisi ini yang 
harus diubah. Seharusnya sudah bukan jamannya lagi Indonesia mau menandatangai BIT yang 
berdarah-darah baginya.   

Selama ini  sangat disadari bahwa BIT  adalah perjanjian yang asimetris, tidak seimbang 
dalam mengatur hak dan kewajiban antara negara pengekspor modal yang umumnya adalah  
negara maju dengan negara pengimpor modal yang umumnya negara berkembang dan 
                                                            

11 Lihat Sefriani, Summer 2016, “Legal Analysis on the withdrawal from international trade treaties in 
Indonesia”, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol VII, Issue 2 (15) 

12 Lihat Maryanto, “ Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Ekonomi Indonesia”. diakses Maret 2011 di 
http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/ 

13 T May Rudy, 2011, Hubungan Internasional kontemporer dan Masalah-Masalah Global: isu, Konsep, 
Teori dan Paradigma, refika Aditama, Bandung, Cetakan kedua, hlm.3 

14 Lihat Maryanto, loc.cit. 



terbelakang.15 Kedua kelompok ini punya kepentingan yang berbeda. Bagi negara eksportir 
modal, BIT merupakan instrumen pelindung dari segala resiko juga ketidakpastian politik dan 
hukum di negara pengimpor. Oleh karenanya BIT klasik selalu memuat klausul perlindungan 
terhadap investor lengkap dengan mekanisme penyelesaian sengketanya yang umumnya disebut 
dengan  Investor-State Dispute Settlement (ISDS),16 dimana investor asing dapat langsung 
membawa kasusnya ke panel arbitrase. Panel ini  berwenang  memutuskan kerugian yang harus 
dibayar tuan rumah bila menemukan adanya pelanggaran klausul  perlindungan yang dijamin oleh 
BIT. Adapun bagi Negara pengimpor modal, keberadaan BIT adalah sebagai instrumen untuk 
menarik masuknya investasi ke negaranya. 17  

Menurut pemerintah, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia  terletak pada investasi dan 
ekspor,   sehingga keduanya harus dipacu.18 Investasi asing masih sangat dibutuhkan peranannya 
seiring  masih rendahnya sumber pembiayaan investasi dari dalam negeri. Kehadiran modal asing 
diharapkan dapat mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dan mempercepat 
pembangunan ekonomi nasional.  Semakin tinggi laju pertumbuhan investasi suatu negara maka 
diharapkan semakin baik pembangunan ekonominya dan otomatis semakin sejahtera 
masyarakatnya. 19 Sejauh ini, Investasi asing  merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan 
pinjaman luar negeri karena investasi asing memberikan manfaat seperti menciptakan lapangan 

                                                            
15 PII pertama adalah dalam bentuk bilateral investment treaty (BIT)  Jerman - Pakistan 1959 yang kemudian 

diikuti oleh banyak negara Eropa dan Amerika lainnya untuk membuat BIT dengan negara-negara berkembang 
tempat mereka menanamkan investasinya.lihat Howard Mann, “Reconceptualizing International Investment Law: Its 
Role In Sustainable Development”, Lewis & Clark Law Review, Vol.17-2., summer 2106, p.14  Pada tahun 1990an 
hingga 2007, jumlah PII  mengalami lonjakan, tidak hanya bilateral tapi juga regional dan multilateral seperti Asean 
Comprehensive investments agreement (ACIA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership (TPP), Perjanjian perdagangan 
bebas (FTA/free trade agreement), Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). dan multilateral seperti  
TRIMs, North American Free Trade Area (NAFTA, 1992, APEC Non-Binding Investment Principles (1994).lihat 
Eka Husnul Hidayati Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza, “ Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) 
Indonesia-Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia , USU Law Journal, Vol.5.No.2, April 2017, p.138 

16 Pembahasan mengenai ISDS dapat dilihat pada Sefriani,” Investment Arbitration bagi Negara 
Berkembang dan terbelakang” ‘ Justisia, Jurnal Hukum Terakreditasi, FH UNS, Surakarta, Edisi 86, Mei-Agustus 
2013, ISSN 0852-0941, hlm. 56-67 

17 Roberto Echandi, “What Do Developing Countries Expect from the International Investment Regime?,” 
dalam Jose A alvarez& karl P. Sauvant (editor) , 2015, The Evolving International investment regime: expectations, 
realities and options, , oxford scholarship online, hlm.3-5  

18 Untuk memacu masuknya investasi asing Pemerintah mengeluarkan Regulasi Baru untuk Iklim 
Berinvestasi yang Lebih Kondusif meliputi: Layanan izin investasi 3 jam ; Kemudahan investasi langsung kontruksi 
(KLIK) , Insentif Tax Holiday melalui PMK No. 35/PMK.010/2018 , dan Peluncuran sistem Online Single 
Submission (OSS). Tidak hanya itu,   pemerintah juga mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi pro investasi yang 
terdiri dari Sistem UMR yang lebih terprediksi; Insentif pajak untuk industri padat karya; Pengurangan waktu 
Dwelling time; Daftar negative investasi yang lebih terbuka; Kebijakan kemudahan entry visa; Insentif untuk industri 
transportasi; Percepatan pengembangan infrastruktur dan pembangkit listrik; Layanan perizinan 3 jam di BKPM; 
Tarif listrik yang lebih rendah untuk industry; Insentif pajak untuk property; Percepatan perizinan tanah; Ease of 
Doing Business Improvement; Perumahan terjangkau untuk rakyat; Insentif untuk pengembangan e-commerce; 
Dokumen elektronik melalui INSW dan Penurunan biaya logistik, dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lihat 
Enggartiasto Lukita, “Strategi Peningkatan Ekspor dan Investasi  dalam Era Perdagangan Bebas”, dipresentasikan di 
Universitas Mataram, 22 Oktober 2018, hlm.11-12 

19 TM Zakir Machmud, “Tinjauan Kebijakan Ekonomi Indonesia :Daftar Negatif Investasi”, hlm.7, CSIS, 
diakses 24 nopember 2018 di http://paradigmaekonomi.org/wp-content/uploads/2016/11/pb-2Zakir-intro.pdf,  

http://paradigmaekonomi.org/wp-content/uploads/2016/11/pb-2Zakir-intro.pdf


pekerjaan, meningkatkan ekspor, transfer teknologi, pengetahuan dan keahlian (spillover), 
perluasan jaringan bisnis, dan lain-lain20 

Di tengah persaingan yang ketat untuk mendapatkan investasi asing, awalnya negara-
negara pengimpor modal percaya bahwa penandatanganan BIT akan menjadi daya Tarik  
masuknya investasi asing   yang sangat mereka  dibutuhkan.21 Ketergantungan pada investasi 
asing, tekanan dari Lembaga  kreditur internasional seperti IMF,  telah merampas kedaulatan 
negara importir modal termasuk Indonesia, sehingga mau menandatangani BIT sekalipun  
berdarah-darah baginya.22 Bagi beberapa negara berkembang penandatanganan BIT akan 
menjadi indikator di dalam negeri bahwa regim pemerintahan tersebut adalah  regim yang 
bersahabat dan mau bekerjasama dengan internasional23 

Data terakhir UNCTAD menyebutkan bahwa pada akhir Februari 2016 , sebanyak 3,280 
Perjanjian investasi internasional (PII)  telah ditandatangani, hampir 2,930 di antaranya adalah 
BIT dan lebih 350 lainnya adalah perjanjian investasi internasional (PII)  lainnya. Setidaknya ada 
174 negara terlibat dalam BIT, minimal 1 BIT.24 

 
B.1 Krisis legitimasi terhadap BIT dan ISDS 

Bapak ibu, hadirin yang saya muliakan, dewasa ini terjadi krisis legitimasi terhadap BIT 
dan Investor-State dispute Settllement (ISDS). Ada beberapa  factor penyebab krisis legitimasi 
ini.  Pertama munculnya keraguan negara pengimpor modal terkait pengaruh BIT berikut klausul 
ISDS didalamnya terhadap aliran investasi ke negara mereka. Merujuk pada kasus Brazil,  
meskipun tidak pernah meratifikasi BIT tetapi selama dua puluh tahun terakhir, Brazil merupakan   
salah satu negara berkembang penerima investasi asing secara langsung (FDI) tertinggi. 25  
Indonesia tidak memiliki BIT dengan USA tetapi nilai investasi dari negara ini senantiasa 
meningkat, 1,16 Trilyun di tahun 2016 menjadi 1,9 trilyun di 2017.26 Sebaliknya Indonesia 
menandatangani BIT dengan Mongolia 4 Maret 1997 dan mulai berlalu 13 April 1999 tapi tidak 
ada realisasi FDI.  Pertemuan puncak kamar dagang AS baru-baru ini di Indonesia memberikan 
laporan yang berisikan dukungan tambahan untuk argumen bahwa BIT dan perlindungan ISDS 
bukan factor terpenting  untuk keputusan investasi. Sebaliknya, peningkatan interaksi dengan 
sektor swasta mengenai kebijakan, langkah pembukaan pasar dengan menghapus Daftar Negatif 
Investasi Indonesia, penyederhanaan lisensi, dan kepastian peraturan yang meningkat dianggap 
                                                            

20 Deborah L Swenson, “Why do developing countries sign BITs?”, UV Davis journal of International Law 
and Policy, Vol 12 (2005) , hlm.135  

21 Sonia E. Rolland & David M. Trubek, Legal Innovation In Investment Law: Rhetoric And Practice In 
Emerging Countries, U. Pa. J. Int’l L, . vol3, issue 2,, Legal Scholarship Repository, 2018, hlm. 358 

22Malcolm Langford, “Broadening the perspective: Human Right, environment and legitimacy of 
international investment law”, diakses 27 nopember 2018 di 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5851/v12/undervisningsmateriale/Lecture%2010%20%20Human%20
Rights%20Environment%20and%20IIL%20-%20Langford.pdfhe Perspective: Human Rights, Environment 22 ibid 

22 Axel Berger, 2015,  Developing countries and the future of the international investment regime, Deutsche 
Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, hlm.5itimacy of International Investment ning the Per, 

23Jeongho Nam, 2017, Model Bit: An Ideal Prototype Or A Tool For Efficient Breach?, 48 Geo. J. Int'l L. 
1275, hlm.1286 

24 UNCTAD, “World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance”, (Geneve: 
United Nations Publication, 2015), hal, 121-122. 

25 Michael Nolan, 2015, Challenge to the Credibility of the Investor state arbitration system, 5 Am. U. Bus. 
L. Rev. 429,hlm.432 

26 Nova Herlangga Masrie, “Rethink the Relevance of Bilateral Investment Treaties”, presentasi BKPM di 
Global Collaboration Forum, Universitas Indonesia,  academic Partnreship outlook with approach to triple Helix 
Implementation,  , Jakarta, 10 Desember 2018, hlm. 17  



lebih penting. Tidak ada bukti statistik kuat tentang hubungan kausal yang kuat antara ISDS dan 
FDI. Sebaliknya, tampak bahwa langkah-langkah pembukaan pasar dan lingkungan peraturan 
yang baik adalah variabel keputusan yang lebih penting bagi investor. Sebagian besar investor 
ingin tetap bersahabat dengan pemerintah tuan rumah.27 Laporan juga menuliskan bahwa ISDS 
bukan penentu awal investasi yang penting, namun hanya akan menjadi penting sebagai upaya 
terakhir jika hubungan telah memburuk28 

Faktor kedua yang menjadi factor krisis legitimasi terhadap BIT dan ISDS adalah 
meningkatnya kesadaran negara pengimpor modal terhadap kandungan  BIT yang asimetris, tidak 
memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban investor dengan tuan rumah dan 
mengandung klausul-klausul yang tidak jelas  parameternya yang sangat merugikan tuan rumah. 
Hal ini bisa dipahami mengingat  BIT yang ada saat ini merupakan  BIT fase pertama yang dibuat 
sekitar tahun 1950-1980an , isinya perlindungan penuh pada investor asing dari perlakuan 
diskriminasi, penghentian kontrak sepihak oleh host state juga pengambil alihan property tanpa 
ganti rugi yang memang banyak dilakukan secara meluas oleh host state di Asia Afrika kala itu.29 
Pada umumnya struktur dan isi mayoritas BIT fase pertama ini hampir sama. Kemiripan  ini hasil 
dari 1959 Draft Convention on Investment Abroad . Preambule mayoritas BIT fase pertama  selalu 
menegaskan bahwa meningkatnya perlindungan hukum akan mendorong masuknya investasi 
asing dan mempercepat pembangunan ekonomi. 30   Pada umumnya BIT  klasik memuat standar-
standar minimum  perlindungan investasi yang harus diberikan oleh  Negara tuan rumah 
sebagaimana berikut ini:31  
1. fair and equitable treatment (FET), merupakan perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada 

diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik;  
2. full protection and security yang memuat kewajiban Negara untuk memberikan ganti rugi atas 

kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan 

                                                            
27 Stephen L.Magiera, Stephen L.Magaira, 2017, “International Investment Agreements and Investor-State 

Disputes: A Review and Evaluation for Indonesia”, ERIA Discussion Paper Series, diakses 23 desemebr 2018 di 
http://www.eria.org/ERIA-DP-2016-30.pdf, hlm.14 

28 Michael Nolan, 2015, Challenge to the Credibility of the Investor state arbitration system, 5 Am. U. Bus. 
L. Rev. 429,hlm.432 

29 Ibid, hlm.7 
30 Ibid, hlm.6 
31 Penulis lain mengemukakan adanya  prinsip-prinsip  dasar perlindungan investor dalam BIT, yaitu dalam 

hal pemberian akses (access); penerapan National Treatment  dan Most Favoured Nations  selama proses 
pembentukan dan saat menetapnya investasi, tidak adanya larangan pembatasan dalam perekrutan tenaga kerja, tidak 
adanya pembatasan impor/ekspor dalam hal kewajaran (reasonableness); penerapan FET, tidak adanya perlakuan 
sewenang-wenang dari otoritas, dalam hal keamanan (security); perlindungan dari pengambilalihan tanpa 
kompensasi, perlindungan dari perang dan kerusuhan masyarakat sipil, perlidungan dalam hal transfer mata uang 
(free trasnfer), prinsip non-diskriminasi (non-discrimination); tidak boleh ada perlakuan yang tidak masuk akal/tidak 
wajar atau yang tidak berhubungan dengan peraturan yang sah, prinsip transparansi (transparency); untuk 
menciptakan rezim investasi yang berbasis peraturan (regulation-based), mencegah terjadinya korupsi, dan dalam 
hal proses hukum (due process): dan adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (ISDS) 
sebagai ciri khas yang utama dari BIT yang kemudian diadopsi dalam berbagai bentuk perjanjian Investasi regional 
seperti ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(CEPA) , Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans Pacific Partnership (TPP), Perjanjian 
perdagangan bebas (FTA/free trade agreement), Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).  maupun 
perjanjian global seperti WTO, dan bahkan kedalam regulasi nasional di negara tempat berinvestasi. Lihat Rachmi 
Hertanti – Rika Febriani; 2014, Bilateral Investment treaty (BITs) Negara VS Korporasi,   Seri Buku Panduan 
Memahami BITs:  Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional dan  Gugatan Investor Melawan Indonesia”,  
Indonesia for Global Justice, p.5. 
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darurat Negara, kerusuhan, ataupun pemberontakan. Biasanya perlindungan ini dalam bentuk 
pemberian kompensasi atau pemulihan; 

3. perlindungan dari tindakan  expropriasi dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi;  
4. mekanisme penyelesaian sengketa, yang mensejajarkan level  antara  investor dengan negara 

tuan rumah atau dikenal dengan ISDS 
Syarat-syarat di atas dianggap sebagai  syarat absolut bagi negara tuan rumah (pengimpor modal)  
yang menginginkan masuknya investasi ke wilayahnya. Persoalannya adalah  pada umumnya 
banyak  BIT sama sekali tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan Standar Fair and 
equitable treatment (FET) , investasi, full protection and security; juga indirect expropriation. 
Kalaupun memberikan definisi adalah  definisi yang sangat terbuka (open-ended language) 
sehingga membuka peluang untuk didefinisikan dengan sangat luas oleh masing-masing pihak 
maupun oleh arbitrator di depan forum Investor-State Investment Dispute (ISDS), sehingga 
hampir semua tindakan negara yang merugikan investor bisa  dikatakan  melanggar standar-
standar tersebut. Sebagai contoh misalnya pasal 4 BIT Indonesia -India menetapkan sebagai 
berikut:  

Penanaman modal yang  dilakukan  oleh  penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah 
Pihak lain, harus menerima perlakuan yang wajar dan seimbang dan tidak kurang 
menguntungkan dari yang diberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal 
negara Ketiga. 

 
Contoh lain dapat ditemukan pada  pasal 2 (2) BIT Indonesia -Australia yang menetapkan: A 
party shall ensure fair and equitable treatment in its own territory to investment. 32 Demikian 
pula Pasal 3(2) BIT Indonesia-United Kingdom ini menetapkan sebagai berikut:33 

Investment of nationals or companies of either contracting party shall at all times be accorded 
fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and securities in the territory of the 
other contracting party . each contracting party shall ensure that the management , 
maintenance, use enjoyment or disposal of investment in its territory of nationals or companies 
of the other contracting party is not in any way impaired by unreasonable or discriminatory 
measures. Each contracting party shall observe any obligation it may have entered into with 
regard to investment of nationals or companies of the other contracting party  
 

Tidak ada sama sekali penjelasan apa yang dimaksud dengan standar FET  yang wajib diberikan 
oleh masing-masing pihak dalam BIT-BIT di atas.34  Kondisi ini tentu saja amat riskan, ketika ada 

                                                            
32 Lihat agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Govermnet of Australia 

Concerning The promotion and protection of Investment, hlm.4 
33 Lihat Agreement between the  government of republic of Indonesia and the government of The United 

Kingdom of great Britain and northern Ireland for the promotion and protection of investment 
34 Elemen-elemen standar FET masih diperdebatkan sampai saat ini. Namun demikian ada beberapa elemen 

yang selalu disebutkan oleh hampir semua penulis hukum investasi internasional  juga dikutip di beberapa putusan 
arbitral tribunal. Elemen-elemen tersebut adalah legitimate expectation; due process; denial justice;  rule of law;  non 
discrimination; transparency; consistency, good faith, reasonableness.  Prinsip  reasonableness mensyaratkan host 
state memperlakukan investor secara  reasonably related to a legitimate public policy objective. Pelanggaran akan 
terjadi ketika ada arbitrary conduct, khususnya terkait motivasi by animus kepada investor. Prinsip non diskriminasi 
melarang diskrimnasi kecuali berdasarkan legitimate public policy objective dan  reasonableness . prinsip konsistensi 
mengijinkan perubahan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan komitmen host state atau jaminan yang 
diberikan terhadap investor. Prinsip konsistensi juga melarang inkonsistensi secara simultan yang melakukan 
perubahan berulang kali dalam waktu singkat (roller coaster change). Konsistensi juga menambahkan prinsip 
reasonableness. Meskipun demikian,  a reasonable change in policy akan dilarang jika investor sudah menjamin 



kebijakan Indonesia yang dianggap merugikan investor, umumnya mereka akan menggunakan 
pasal tentang jaminan FET bahkan juga jaminan shall enjoy full protection and securities seperti 
yang ditemukan dalam BIT Indonesia-UK. Tidak jelasnya parameter standar FET sering 
menimbulkan pertanyaan apakah untuk dikatakan melanggar FET itu harus suatu tindakan 
kesewenang-wenangan (“arbitrary conduct) ataukah cukup  tindakan yang tidak adil  (lacking 
“evenhandedness”) sudah bisa dikatakan melanggar FET.35 Tidak jelasnya standar FET dalam 
BIT menyebabkan banyak host state termasuk Indonesia digugat oleh investor asing ke arbitrase 
internasional menggunakan  klausul pelanggaran standar FET dalam BIT produk 1950-1980an 
tersebut. Statistik menunjukkan dari gugatan yang diajukan ke ISDS 65% diantaranya adalah 
gugatan pelanggaran FET yang meliputi:36 

a. Stability and predictability 
b. Protection to investors’ legitimate expectations 
c. Proportionality 
d. Regulatory Transparency and dueprocess (notifice, comment& justificationof decisions 

and rightof appeal or reconsideration) 
 

Contoh lain adalah tidak jelasnya definisi indirect expropriation di dalam BIT yang  juga 
sangat merugikan host state. Meskipun negara tuan rumah tidak melakukan pengambilalihan 
investasi asing, namun jika efek kebijakannya dianggap merugikan investor, mengakibatkan 
keuntungan investasi yang mereka harapkan hilang atau berkurang, negara dapat dikenakan 
tuduhan telah melakukan indirect expropriation di depan forum ISDS.37 Investor asing banyak 
menggunakan klausul indirect expropriation untuk menggugat  kebijakan negara tuan rumah 

                                                            
secara reasonable juga bahwa perubahan kebijakan tidak akan terjadi . lihat Sefriani,” Fair and equitable treatment 
standard in international investment agreements” , Yustisia,  FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta , vol 7 no 1 
january-april 2018, hlm. 1-24 

35 Robert Wisner, “The Modern View of the Fair and Equitable Treatmnet standard in the Review of 
Regulatory action by state”, 20-AUT Int'l L. Practicum 129, Autum 2007, hlm. 129 

36 Roberto Echandi, “Introduction to investment Policy and Law:Domestic Investment regulaton, 
International Investment Agreements (IIAs) and Evolution in Investment Rule Making”, presented at Jakarta, 
Indonesia,  November 2018, hlm.36 

37 Sonia E. Rolland & David M. Trubek, op.cit, hlm. 359-360 



terkait kepentingan publiknya seperti telekomunikasi, perbankan dan keuangan38,  kesehatan 
masyarakat39,  lingkungan40, akses  air, perpajakan, bahkan perlindungan cagar budaya. 

Faktor ketiga yang memperkuat krisis legitimasi terhadap BIT beserta klausul ISDS-
nya.adalah  meningkatnya jumlah gugatan dengan besaran ganti rugi yang sangat fantastis yang 
diajukan investor asing pada host state41 Dalam beberapa gugatan nilai gugatan bisa mencapai 
lebih dari US $ 1 miliar. Dalam kasus Guyana melawan v Big Food Group (BFG) misalnya, 
negara miskin dari Amerika Selatan itu diwajibkan membayar ganti rugi pada   perusahaan 
transnasional dari Inggris sebesar 12 juta poundsterling. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat Gross 
National Product Guyana. Ketidakadilan dirasakan karena  ganti rugi itu untuk membayar hutang 
Guyana akibat menasionalisasi perusahaan gula BFK yang telah dibayar 6 juta poundsterling,   
belum lunas terbayarkan karena krisis keuangan dan adanya ancaman bahaya kelaparan di negara 
tersebut. Namun demikian atas putusan arbitrase, hutang membengkak menjadi 12 juta 
poundsterling. Kasus serupa juga menimpa sekitar 21 negara miskin lainnya.42 

Tidak hanya besarnya gugatan,  biaya berperkara yang rata-rata US $ 5 juta per pihak 
sangat memberatkan negara tuan rumah. Ada contoh di mana tribunal membuat masing-masing 
pihak bertanggung jawab atas biaya hukumnya sendiri-sendiri, dan membebankan iuran dalam 
proporsi lain kepada masing-masing pihak. Dengan demikian, negara tuan rumah bisa 
menghadapi tuntutan pembayaran biaya berperkara  yang tinggi bahkan dalam kasus yang 
dimenangkannya.. Beberapa negara Amerika selatan seperti Bolivia, Equador dan Venezuela 
menyatakan keluar  dari forum International Centre Settlement Investment Dispute (ICSID) 
sebagai reaksi banyaknya gugatan terhadap kebijakan mereka di forum ICSID.43 

                                                            
38 Lihat kasus Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/11/13, Award on Jurisdiction 

(July 16, 2013), http://icsidfiles. worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1560/DC4512_En.pdf 
[https://perma.cc/R5NL-YBBT]; Abaclat and Others v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/5, 
Decision on Jurisdiction and Admissibility (Aug. 4, 2011), https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/ita0236.pdf [https://perma.cc/A3CM-99Y7]. 

39 Lihat kasus Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental 
Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Decision on Jurisdiction (July 2, 2013), 
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1000/DC3592_En.pdf[https://perma.cc/4LVM
-8CC7]; Achmea B.V. v. The Slovak Republic, PCA Case No 2013/12 (Perm. Ct. Arb. May 20, 2014), 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3207.pdf [https://perma.cc/ZQT9-TGXR]; United 
Nations Commission on International Trade Law, Les Laboratoires Servier, S.A.A., Biofarma, S.A.S., Arts et 
Techniques du Progres S.A.S. v. Republic of Poland, https://www.italaw.com/cases/1179 [https://perma.cc/RX4Q-
HBZX]. Pharmaceutical companies have also claimed expropriation or breach of fair and equitable treatment against 
host countries with mature regulatory environment including Canada and the United States; see generally Eli Lilly 
and Co. v. Gov’t of Canada, ICSID Case No. UNCT/14/2, Final Award (Mar. 16, 2017), 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8546.pdf [https://perma.cc/KAB6-X5HV] and 
Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/12/1 (2012), 
http://investmentpolicyhub. unctad.org/ISDS/Details/456 [https://perma.cc/X24W-NFN7 

40 Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A. v. The Republic of Costa Rica, ICSID Case No. ARB/96/1, 
Final Award (Feb. 17, 2000), 
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C152/DC539_En.pdf [https://perma.cc/NL2F-
E2U6], 5 ICSID Rep. 157 (2002) (involving a tourist site development project by US investors in a biodiversity rich 
area of Costa Rica.. 

41 Ibid, hlm.359 
42 Calvin A. Hamilton,  &  Paula Iad. Rochwerge, winter 2005.  “Trade and Investment: Foreign Direct 

Investment Through Bilateral and Multilateral Treaties”.  New York International Law Review, 18 N.Y. Int'l L. 
Rev. 1., hlm.6 

43 Christoph Schreuer, 2015, “Denunciation of the ICSID Convention and Consent to Arbitration”, The 
Backlash againt Investment Arbitration  353, hlm 354,  
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Terkat Indonesia, kurun waktu 2011-2016 jumlah gugatan yang dihadapi pemerintah 
Indonesia melalui mekanisme ISDS meningkat. Bila dilihat di table tahun 1990-2009 (19 tahun) 
hanya ada 6 kasus saja, sedangkan tahun 2011-2016 yang artinya hanya rentang 5 tahun  ada 5 
kasus. Berikut gambaran gugatan yang diajukan investor asing pada Indonesia beserta nilai 
gugatan dan hasil akhirnya:44 

 
 

 
 
 
 
Berdasarkan data dalam table di atas dari 8 kasus yang sudah  diputus ISDS,  

Indonesia kalah di 5 kasus dan harus membayar ganti rugi yang tidak sedikit. Bahkan 
dalam kasus yang ditolak oleh ISDS,   biaya perkara sering dibebankan pada kedua 
belah pihak sehingga Indonesiapun terbebani oleh beaya perkara tersebut.   Tidak 
hanya terhadap Indonesia, secara umum terjadi peningkatan gugatan terhadap host 
state melalui mekanisme ISDS.45 Nilai gugatan yang bombastis, materi gugatan 
adalah  kebijakan Negara untuk melindungi hak-hak dasar public telah melahirkan 
usulan agar pemerintah Indonesia tidak memasukkan klausul ISDS dalam  BIT yang 
baru, bahkan juga diusulkan untuk mundur dari ICSID. 46 Dalam tulisannya berjudul 

                                                            
44 Riyatno, “Investment dispute and international Arbitration”, presentasi BKPM di BANI , 28 Nopember 

2017, hlm 19 
45 James D. Fry, Odysseas G. Repousis, 2016, “Towards a new World For Investor -State Arbitration 

Through Transparancy,”, 48 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 795, hlm.801 
46 Hikmahanto, J. (2014), ‘Indonesia Should Withdraw from the ICSID!’The Jakarta Post, 2 April201 



Who Wins and Who Loses in Investment Arbitration? Are Investors and Host States 
on a Level Playing Field? Nathalie Bernasconi dan Osterwalder menyampaikan 
bahwa  negara tuan rumah hampir tidak pernah menang di depan arbitrase 
investasi. 47Tidak jauh berbeda, Emad Mekay menyimpulkan bahwa negara-negara 
miskin membayar terlalu mahal untuk kesepakatan investasi yang dibuatnya 48   Lebih 
lanjut, Presiden Bolivia, Even Evo Morales, dalam salah satu pidatonya 
menyampaikan bahwa investor asing yang merupakan perusahaan Transnasional 
selalu menang, negara-negara Amerika Latin selalu kalah  dalam berarbitrase. 49  

Faktor keempat yang menjadikan krisis legitimasi terhadap BIT dan ISDS 
adalah kurang transparansinya ISDS,  juga ketidak konsistenan putusan-
putusannya.50 ISDS merupakan syarat minimum yang harus ada dalam BIT klasik. 
Dengan demikian ISDS bukanlah perjanjian yang dibuat langsung antara host state 
dengan investor tetapi antara home state dengan host state yang terwadahi dalam 
BIT. 51 Setidaknya ada 11 kritik yang dialamatkan ke ISDS yaitu: 52 

a. Pro-investor interpretation of substantive treaty protections.  
b. Divergent interpretation of similar or identical International investment agreement (IIA) 

provisions: inconsistency and unpredictability of decisions  
c. Lack of transparency in investment disputes  
d. Lack of independence and impartiality of arbitrators  
e. The elite group of arbitrators 
f. Costs: diversion of public money from public goods and services 
g. Chilling effect on state regulatory powers 
h.  ISDS allows international companies to bypass national judicial systems 
i. Both the US and the EU have efficient Rule of law legal systems. There is no evidence 

that investors have ever lacked appropriate legal protection through these systems. 
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j. When governments concede to demands for ISDS provisions, they may be less willing to 
agree to other reforms, such as greater market access 

k. Despite absence of investment treaties, foreign direct investments flow into the countries  
 
ISDS dianggap telah merongrong norma demokrasi,  mengingkari keseimbangan  antara 

hak pribadi dan hak publik yang telah berkembang dalam konteks domestik, dan meruntuhkan 
kedaulatan negara. Menurut kelompok ini pengadilan domestik seharusnya yang  menjadi  
institusi yang tepat untuk mengatur kepentingan umum, kepentingan lingkungan, keamanan, 
keselamatan, dan sosial daripada pengadilan ISDS. 53  

Hal  ini mengingatkan kembali pada doktrin Calvo yang popular di abad 19. Carlos Calvo, 
ahli hukum argentina mengemukakan sebagai berikut:54 

a. sovereign states, being internationally equal and independent, should enjoy the right to 
absolute freedom from interference by other states, either through force or diplomacy; 
and 

b. while aliens should be given equal treatment with nationals, they are not entitled to 
"extra" rights and privileges and thus may seek redress in local courts.  

 
Krisis legitimasi terhadap BIT dan ISDS di kalangan negara berkembang diwujudkan 

dengan berbagai kebijakan. Negara-negara Amerika Latin menyikapinya dengan mundur dari 
ICSID dan menginisiasi membentuk Union of South American Nations (UNASUR). Mereka 
menyerang ICSID dari sisi ideologi dimana mereka akan membentuk blok anti-capitalist, anti-
imperialist. Atas usulan dari Equador UNASUR mengadopsi gagasan pembentukan arbitrase 
regional dari negara-negara amerika latin untuk amerika latin.  Arbitrase regional ini diharapkan 
akan merefleksikan dan mengakomodir keinginan negara berkembang khususnya terkait 
ketentuan  perlindungan terhadap investor, persyaratan  exhaustion of local remedies 
,pengutamaan  pengadilan nasional, menghindari system arbitrase yang bias, membatasi forum 
shopping, ketentuan untuk partisipasi negara non peserta, transparansi, system banding dan 
system preseden.55 Adapun Afrika Selatan menyikapi krisis legitimasi BIT dan ISDS  dengan 
mengundangkan Protection of Investment Act tahun 2015. Undang-undang ini dimaksudkan 
sebagai pengganti  BIT. Undang-undang nasional ini  menetapkan hak dan kewajiban pemerintah 
dan semua investor baik local maupun asing. Adapun  Brazil menyerukan pentingnya kerjasama 
investasi selatan selatan.  Negara ini mengeluarkan bentuk baru BIT bernama  Cooperation and 
Investment Facilitation Agreements (CIFAs). Brazil Sudah menandatangani CIFAs dengan 
Angola, Chile, Colombia, Malawi, Mexico, Mozambique and Peru dan sedang bernegosiasi 
dengan South Africa, Algeria, India, Morocco, Nigeria, Thailand, and Tunisia. CIFAs  memberi 
Batasan investment lebih sempit daripada BIT klasik, membatasi skope perlindungan dan  
fasilitas investasi serta  menghindari ISDS. Tidak jauh berbeda, India dan China telah merilis 
model BIT baru yang memuat perubahan signifikan dibandingkan BIT klasik. 56 Adapun 
Indonesia menyikapinya dengan melakukan penghentian dan peninjauan kembali  puluhan BIT 
di Indonesia.57 Data resmi BKPM menunjukkan  2013-2016 ada 67 BIT dengan rincian 20 BIT 
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belum diratifikasi, 25 BIT telah dihentikan, dan 22 masih berlaku dan sedang ditinjau ulang 
keberlangsungannya. 58 Indonesia juga menandatangani  17 Treaties  with investment provisions 
(TIPs), dimana 14 diantaranya telah berlaku dan 24 Investment  Related instruments (IRIs).   BIT 
pertama yang dihentikan adalah BIT dengan Belanda, diumumkan dihentikan  tahun 2014 dan  
berlaku efektif sejak 1 Juli 2015. Selanjutnya,  20 BIT lain telah dihentikan sejak Desember 2015. 
Kebijakan di tahun 2016 tidak lagi menghentikan BIT dan sudah menyusun BIT baru dengan 
Singapura juga UAE. 59  

  

 
 

B.2 Model BIT  untuk Indonesia 
 

Bapak  ibu, hadirin yang saya muliakan, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, 
dewasa ini ada beberapa penelitian yang menyimpulkan  bahwa PII khususnya BIT  dan ISDS 
bukanlah faktor penentu  masuknya investasi asing ke negara importir modal.  Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara BIT -ISDS dengan masuknya investasi 
asing. WTO Staff Paper yang mempublikasi hasil penelitiannya tentang   jaminan investasi utama 
selama periode 1978-2004 menyimpulkan bahwa jaminan investasi berupa akses pasar selama 
pra-pembentukan memiliki dampak yang kuat terhadap FDI,  sementara jaminan investasi berupa 
ISDS dampaknya kecil dan ambigu.60 Adapun Penelitian Yackee (2010) tidak melihat BITs 
dengan ISDSnya  memainkan peran utama dalam keputusan investasi asing perusahaan mereka.61 
Transparansi kebijakan, akses pasar, penghapusan Daftar Negatif Investasi, penyederhanaan 
lisensi, dan kepastian peraturan yang meningkat dianggap lebih penting. ISDS bukan penentu 
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awal investasi yang penting, namun hanya akan menjadi penting sebagai upaya terakhir jika 
hubungan telah memburuk62.  

Di sisi lain,  UNCTAD menyatakan bahwa  faktor penentu masuknya investasi asing 
memang bukan hanya PII dan ISDS, namun keduanya tetaplah penting untuk meningkatkan 
masuknya investasi asing ke sebuah negara.63 Penelitian Berger dkk terhadap BIT yang 
diratifikasi 83 negara berkembang yang berposisi sebagai host state dan 28 home state 
menunjukkan bahwa untuk jangka pendek host state dapat meningkatkan masuknya FDI ke 
wilayahnya 17% melalui BIT dan 23% melalui Preferential Trade Agreement (PTA). Jangka 
waktu Panjang dapat meningkatkan FDI 37 % melalui BIT dan 50% melalui PTA. Adapun 
penelitian dari Busse, Koniger, and Nunnenkamp (2010) yang juga meneliti 83 BIT negara 
berkembang berposisi sebagai host state dan 28 home state menunjukkan bahwa BIT 
meningkatkan hampir 25% FDI . Dalam jangka Panjang meningkat menjadi 35%. Lebih lanjut 
penelitian Colen, Persyn, and Guariso (2014) yang meneliti BIT 13 negara  Soviet Union and 
Central and Eastern Europe) menunjukkan bahwa  BIT meningkatkan  FDI 1-2%. Investasi 
tertinggi untuk  utilities dan real estate, yang lebih rendah adalah banking dan  mining. Tidak 
ditemukan efek terhadap sector  manufacturing dan services. Berikutnya, penelitian dari Egger 
and Merlo (2012) yang meneliti BIT jerman dan 86 host state menunjukkan bahwa BIT 
meningkatkan FDI rata-rata 5 juta euros per perusahaan dan  130 juta  euros per host  state. 
Adapun penelitian yang dilakukan Haftel (2008) terhadap BIT yang diratifikasi oleh US dan 120 
host state  menunjukkan bahwa ratifikasi BIT berhasil meningkatkan FDI to host state  0.07 to 
0.24% of GDP. Namun tidak ada efek yang muncul terhadap FDI untuk  BIT yang hanya 
ditandatangani. Lebih lanjut, penelitian Yackee (2009)  yang meneliti BIT yang ditandatangani 
oleh 18 negara penerima BIT tertinggi menunjukkan tidak adanya efek yang muncul terhadap 
aliran FDI. Adapun penelitian Lesher and Miroudot (2006) yang meneliti ratifikasi  yang 
dilakukan 177 negara terhadap preferential  trade Agreement yang memuat klausul-klausul 
perlindungan  investasi yang substantive  menyimpukan bahwa ratifikasi ini telah meningkatkan 
FDI 57,1 % dan ekspor 20,8% 64 

Satu hal yang sangat menarik adalah Penelitian Rose-Ackerman and Jennifer L. Tobin   
tentang efektifitas BIT dan ISDS  yang menyimpulkan bahwa faktanya BIT memang  
mempengaruhi masuknya FDI, tetapi tidak sebesar factor lain seperti resiko politik atau tingkat 
pendapatan negara, yang ternyata lebih menentukan apakah para investor dari negara kaya akan 
berinvestasi di negara tuan rumah. BIT yang melibatkan negara berpenghasilan menengah dengan 
relatif stabil rezim politiknya  cenderung menarik FDI; Adapun BIT dengan negara 
berpenghasilan rendah, risiko politik tinggi tidak mungkin menarik FDI karena  ketidakpercayaan 
pada keamanan investasi. Penelitian ini juga menyatakan bahwa di negara-negara kaya anggota 
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) , BIT hampir tidak berdampak 
pada FDI , oleh karenanya BIT  sering tidak  digunakan sama sekali oleh mereka.65  

Dari penelitian-penelitian di atas nampak bahwa meskipun bukan faktor penentu tidak 
bisa dipungkiri bahwa peratifikasian  BIT yang memuat ISDS, juga keikusertaan negara pada 
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preferential trade agreement yang memuat perlindungan investasi  merupakan salah satu factor 
yang dapat meningkatkan masuknya FDI  suatu negara. Hal ini berdasarkan argument bahwa 
Keberadaan BIT adalah sebagai pelindung investor asing, pengganti ketidakstabilan kebijakan 
politik dan hukum bidang investasi di wilayah host state. 66 Ditambahkan pula bahwa keberadaan 
BIT akan meningkatkan kredibilitas komitmen pemerintah; meningkatkan perdagangan 
internasional mengingat FDI cenderung meningkatkan perdagangan internasional dan begitu juga 
sebaliknya . BIT juga memberikan transparansi serta kepastian hukum yang dibutuhkan investor 
asing.67  

Bapak ibu, hadirin yang saya muliakan, dalam konteks Indonesia yang masuk kategori 
midle income dengan regim politik yang relative stabil,    keberadaan BIT tetaplah urgen. Negara-
negara kompetitor Indonesia juga menyediakan diri membuat BIT. Meskipun demikian BIT 
generasi baru  ini memerlukan format khusus tidak sebagaimana yang telah ada saat ini yang 
sangat berpihak pada investor dan merugikan kepentingan Indonesia. Politik hukum investasi 
Indonesia harus tetap sejalan dengan konstitusi. Perlindungan terhadap investor asing tidak boleh 
merugikan kepentingan Indonesia. BIT dan ISDS tidak harus satu paket dan ISDS tidak harus 
ICSID atau UNCITRAL. BIT generasi baru harus lebih friendly kepada host state. Indonesia 
harus bisa memanfaatkan BIT model baru terhadap negara pengekspor modal untuk kepentingan 
Indonesia 

Beberapa dekade terakhir ini data UNCTAD menunjukkan bahwa aliran dana investasi 
tidak hanya mengalir searah dari utara ke selatan, tetapi juga selatan selatan. Investasi selatan-
selatan menjadi semakin populer dikalangan negara berkembang.68 Investasi yang berasal dari 
negara berkembang saat ini sudah melampaui 40% dari keseluruhan investasi asing. Di Afrika 
aliran investasi dari afrika selatan ke Botswana, the Democratic Republic of the Congo, Lesotho, 
Malawi, and Swaziland.mencapai lebih dari 50 %69. Lebih dari 100 negara berkembang telah 
membuat PII khususnya BIT dengan sesama negara berkembang.70 Di Indonesiapun 
sesungguhnya hal yang sama terjadi. Data BKPM menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2017 
investasi yang masuk ke Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai 31,7% 
di tahun 2016. Di tahun 2016 investasi dari Singapura,  jepang , China dan Hongkong mencapai 
67,3% . Selanjutnya di periode januari-September 2017 investasi dari Singapura, China, Jepang, 
dan Korea selatan mencapai 59,4%71. Sampai dengan quarter ke-3 tahun 2018, 5 negara inevstor 
terbesar di Indonesia adalah Singapura (30,6%), Jepang (17,4%), China (8,2%), Hongkong 
(7,3%) , Korea selatan (6,4%). Urutan berikutnya berturut turut adalah Malaysia, Amerika 
Serikat, BVI, Netherlands, Australia, Thailand, dan UK. 72 

                                                            
66 Axel Berger, loc.cit. 
67 Amit M. Sachdeva, 2007, International Investment: A Developing Country Perspective International 

Investment: A Developing Country Perspective, The Journal Of World Investment & Trade, Jwit84, 
hlm.90 

68ibid, hlm.6 
69 UNCTAD, World Investment Report 2016: FDI from Developing and Transition Economies:Implications 

for Development xxiv (New York: United Nations Publications 2016) [UNCTAD,WIR 2006 ] 
70 Lauge Skovgaard Poulsen, 2010, The Significance Of South-South Bits For The International Investment 

Regime: A Quantitative Analysis, 30 Nw. J. Int'l L. & Bus. 101 Northwestern Journal of International, hlm.101 
71 Riyatno, op.cit, hlm 6estment Dispute and Interna 
72 Cahyo Purnomo,  “Dispute Prevention  and Management Strategy: lessons learned form Indonesia “, 

presentasi BKPM  pada AANZFTA Economic Cooperation Work Programme , regional Forum on Investment 
Dispute, Resolution and Prevention , 27-28 Nopember 2018, Manila, Philipina 



Ketika negara importir dan eksportir modal berasal dari negara berkembang, dengan 
kedudukan yang relatif setara, seharusnya keduanya bisa merumuskan BIT yang lebih friendly 
untuk kedua belah pihak.  Beberapa negara berkembang telah menyerukan pentingnya  Hubungan 
investasi Selatan-Selatan  yang menguatkan kerja sama, saling menghormati kedaulatan dan tidak 
campur tangan dalam pilihan kebijakan domestik para pihak. BIT harus dipahami dengan cara 
yang lebih holistik bukan  sekedar bertolak ukur pada  meningkatnya  produk domestik bruto atau 
ekonomi agregat lainnya. Investasi harus  dilihat sebagai kebijakan pembangunan   ekonomi dan 
sosial, bukan hanya masalah bisnis dan  keuangan saja. Sebagai contoh misalnya yang 
dikemukakan dalam Preambule dari  South African Development Community Model Bilateral 
Investment Treaty (“SADC Model BIT)  2012: 

“Recognizing the important contribution investment can make to the sustainable 
development of the State Parties, including the reduction of poverty, increase of 
productive capacity, economic growth, the transfer of technology, and the 
furtherance of human rights and human development . . . Reaffirming the right of 
the State Parties to regulate and to introduce new measures relating to investments 
in their territories in order to meet national policy objectives, and—taking into 
account any asymmetries with respect to the measures in place—the particular 
need of developing countries to exercise this right . . .”73 
 

 
Model  BIT India juga memasukkan dukungan terhadap kedaulatan tuan rumah di bagian 
preambule-nya: 
 

[r]ecognizing that the promotion and the protection of investments of investors of 
one Party in the territory of the other Party will be conducive to the stimulation of 
mutually beneficial business activity, to the development of economic cooperation 
between them and to the promotion of sustainable development, [r]eaffirming the 
right of Parties to regulate investments in their territory in accordance with their 
law and policy objectives. 
 

 Di dalam salah satu klausul  the Model BIT  India  ditegaskan adanya….  “the rights of either 
Party to formulate, modify, amend, apply or revoke its Law in good faith:  

“[e]ach Party retains the right to exercise discretion with respect to regulatory, 
compliance, investigatory, and prosecutorial matters, including discretion 
regarding allocation of resources and establishment of penalties,” 74 
 
 
Dari hasil penelitian yang saya lakukan terhadap 67 BIT yang dibuat Indonesia faktanya  

isi BIT-BIT tersebut, baik yang dibuat  Indonesia dengan negara maju ataupun dengan negara 
berkembang hampir sama, meskipun ditemukan pula ketidak-konsistenan substansi pada masing-
masing BIT tersebut.  Fenomena yang nampak adalah Indonesia sebagai Host state senantiasa 
menempatkan dirinya lebih inferior dibanding negara pengekspor modal. BIT diperlakukan 
hampir seperti perjanjian baku yang memuat paket yang harus diterima oleh host state untuk 
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memberikan FET, full protection and security serta mekanisme ISDS, dimana semuanya tanpa 
batasan hukum yang jelas.  

Belajar dari praktek pembaharuan BIT yang dilakukan beberapa negara berkembang Ada 
beberapa hal yang perlu dirumuskan ulang dalam BIT baru Indonesia untuk menyeimbangkan 
kepentingan host state dengan investor asing. Beberapa model baru BIT yang dijadikan rujukan 
antara lain Model BIT India, Afrika Selatan, Brazil, dan China. 75 Adapun beberapa klausul yang 
menjadi perhatian untuk didefinisikan ulang antara lain pengertian investment dan investor; 
Menentukan dan Membatasi klausul-klausul Perlindungan Investor; Menetapkan Pengecualian-
pengecualian yang diperlukan; menetapkan kewajiban investor dan tuan rumah; memberdayakan 
penyelesaian hukum domestic dan mereformasi ISDS. 

Pendefinisian ulang kata investasi dan investment sangat penting supaya tidak terjadi 
interpretasi yang sangat luas terhadap keduanya yang berpeluang merugikan tuan rumah. 
Meskipun redaksionalnya berbeda-beda kecenderungan negara-negara membatasi ruang lingkup 
siapa investor serta perlindungan apa saja yang menjadi hak-nya.  Terkait standar perlakuan 
Model BIT India 2016 tidak memasukkan FET. Adapun klausul full protection and security 
dibatasi pada perlindungan dari physical security of investors and to investments made by the 
investors of the other Party and not to any other obligation whatsoever.. Sebaliknya  pasal 3 
model BIT india melindungi investor dari denial of justice berdasarkan hukum kebiasaan 
internasional;  “egregious violations of due process,” and “manifestly abusive treatment 
involving continuous, unjustified and outrageous coercion or harassment.” Standar ini menutup 
kemungkinan penggunaan FET yang menciptakan  hak perlindungan “legitimate expectations.”76 
Model BIT India juga tidak memasukkan klausul MFN. Adapun Klausul national treatment 
diterapkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang memang wajar berdasarkan legitimate 
regulatory objectives.77Terkait expropriation model BIT India 2016 menetapkan bahwa a party 

shall not nationalize or expropriate or take “measures having an effect equivalent 
to expropriation” except for a public purpose, in accordance with the procedure 
established by law and “on payment of adequate compensation 

 
Lebih lanjut, model BIT India 2016 membatasi secara strict tindakan apa yang ... 

equivalent to expropriation,” supaya tidak ada penyalahgunaan istilah indirect expropriation. An 
indirect expropriation terjadi hanya jika tindakan negara  …“substantially or permanently 
deprives the investor of the fundamental attributes of property in its investment, including the 
right to use, enjoy and dispose of its investment. Adapun  tindakan semata-mata memberi impact 
buruk  pada investasi tidak cukup untuk membuktikan telah terjadi indirect expropriation 78 

Model BIT India 2016 mewajibkan investor menggunakan exhaustion of local remedies 
minimal 5 tahun  sebelum memulai membawa perselisihan ke ISDS.79 Doktrin local remedies 
dulu banyak ditemukan dalam BIT tahun 1970-1980an namun kemudian pasca 1980’an doktrin 
ini ditinggalkan, bahkan banyak BIT yang menolak secara tegas doktrin ini. Klausul arbitrase 
seperti ICSID diinterpretasikan sebagai penanggalan kewajiban local remedies oleh para pihak 
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dalam BIT. Sebagian kecil BIT masih mensyaratkan kewajiban exhaustion local remedies tetapi 
dengan pembatasan waktu sekitar  delapan belas bulan.80 Batasan waktu 18 bulan seperti ini 
sesungguhnya tidak adil mengingat di ISDS saja penyelesaian kasus itu rata-rata memakan waktu 
lebih dari 4 tahun.81 

Berikut adalah keuntungan mewajibkan penggunaan exhaustion of local remedies dalam 
BIT: 

a. mendorong hukum nasional memperbaiki sistem hukumnya dan sistem peradilannya  
untuk lebih transparan dan memberikan keadilan kepada investor 

b. memudahkan ISDS memberikan  putusan yang berkualitas karena arbiter ISDS dapat 
mempelajari hukum nasional melalui putusan pengadilan nasional , 

c. menempatkan investor sama dengan warga negara lainnya, tidak diistimewakan.  
d. membantu mengklarifikasi dan mengintegrasikan peran pengadilan domestik dan 

arbitrase ISDS.  Pengadilan domestik  sebagai forum utama dan ISDS segera akan 
memberikan lapisan perlindungan ekstra terhadap segala kekurangan dalam proses hukum 
domestik. 
 
Model BIT India yang baru juga  tidak mengandung ketentuan MFN.82 BIT India ini juga 

melarang treaty shopping dan tidak mengijinkan investor mengimpor ketentuan yang bermanfaat 
untuknya  di BIT India lainnya. Meskipun Model BIT India yang baru lebih host-state friendly 
namun  tetap memberikan  perlindungan investor.  India  tetap aktif  berintegrasi dengan ekonomi 
global dan menegosiasikan PII yang lebih memberi India otonomi dan perlindungan terhadap 
potensi klaim-klaim melalui  ISDS83 

Perubahan signifikan yang dilakukan India terhadap BIT nya sebagimana dikemukakan 
di atas dipicu oleh  kekalahan India dalam kasus White Industries Australia Limited v. Republic 
of India, di forum  UNCITRAL,  yang kemudian mendorong India mengkaji ulang BITnya. India 
menyadari bahwa hampir semua  BIT nya,  termasuk  BIT India-Australia mengandung istilah -
istilah dengan definisi yang sangat luas dan merugikan India.84.  Pemerintah India akhirnya 
menyetujui Model BIT baru yang memberikan keseimbangan yang tepat antara dua kepentingan 
bersaing: memberikan perlindungan kepada investor dan menjaga kedaulatan negara. Model BIT 
India  yang baru yang telah dimulai sejak 2003 sampai dengan perubahan terbaru 2016 telah 
mengubah paradigma  investor friendly  menjadi lebih host state friendly.  Di  model BIT terbaru 
ini Host state lebih bebas membuat peraturan untuk melindungi kepentingan public dan 
melindungi kedaulatan negaranya.85  

Satu catatan lagi terkait  model BIT terbaru milik India yang telah disetujui 
pemerintahnya  adalah adanya klausul hak dan kewajiban investor dan tuan rumah. Fase 
sebelumnya tidak pernah ada klausul kewajiban investor, yang ada hanyalah kewajiban negara 
tuan rumah.  Beberapa kewajiban investor yang dimaksud antara lain mematuhi aturan anti 
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korupsi, taat pada administrasi dan hukum tuan rumah, taat pada peraturan pajak tuan rumah, 
melaksanakan CSR  yang berarti wajib menghormati peraturan terkait  labour, the environment, 
juga human rights, community relation. Investor juga wajib to “strive, through their management 
policies and practices, to contribute to the development objectives of the Host State. Ditambahkan 
pula bahwa investor wajib mengakui dan menghormati hak, tradisi, kebiasaan masyarakat lokal; 
dan  indigenous peoples negara tuan rumah86  

Afrika selatan melalui 2015 Protection of Investment Act melakukan dua perubahan 
besar yaitu tidak memasukkan klausul FET dan memformulasikan investment dan investor sesuai 
konstitusi.  Afrika selatan juga menetapkan kewajiban untuk investor seperti  anti-corruption 
measures, environmental protection, corporate governance, human rights and labor standards, 
membantu peningkatan kecakapan kerja pengusaha lokal and investor liability87 

Adapun perlindungan investor di BIT China mengalami perkembangan yang cukup 
Panjang karena keengganan China menerima konsep hukum kebiasaan internasional yang 
dikatakan sebagai produk dari system hukum imperialist capitalist. China  meratifikasi konvensi 
ICSID pada tahun 1993. Dalam BIT nya China membatasi tidak semua kasus bisa dibawa ke 
ICSID. Kasus expropriation tidak dibolehkan dibawa ke ICSID. BIT China juga menetapkan 6 
bulan untuk cooling down kedua belah pihak sebelum sengketa dibawah ke ISDS88 BIT China-
Malta mewajibkan investor melakukan exhaustive local remedies seperti  “the administrative 
review procedures sebelum membawa kasusnya ke ISDS89 

Philipina memprioritaskan pencegahan dispute. Philipina memiliki 34 BIT, pernah 4x 
digugat oleh investornya di depan ICSID yang menggunakan BIT model lama. Berperkara di 
ISDS berbiaya tinggi dan putusannya tidak konsisten menurut negara ini. Oleh karenanya saat ini 
Philipina mengutamakan membuat model baru BIT yang memprioritaskan management 
pencegahan sengketa seperti: 

a. investasi harus dilindungi berdasarkan hukum Philipina 
b. menjaga konsistensi hukum  nasional dengan kewajiban internasional yang muncul 

dari PII 
c. penyerahan sengketa ke mediasi atau arbitrase melalui separate written Agreement 

(SWA) persetujuan philipina dengan investor 
Model BIT Philipina yang baru dilengkapi dengan lampiran persyaratan dan mekanisme 
pembuatan SWA90 
 Bapak ibu hadirin yang saya muliakandari paparan yang telah disampaikan dapat 
disimpulkan bahwa PII khususnya BIT tetap diperlukan oleh Indonesia. BIT akan memberikan 
kepastian hukum tidak hanya  pada investor tetapi juga pada Indonesia sebagai host state.  
Indonesia harus bisa memanfaatkan instrumen hukum internasional ini untuk kepentingan 
Indonesia, bukan sebaliknya hanya pihak asing saja yang memanfaatkan BIT untuk 
kepentingannya terhadap Indonesia sebagaimana BIT-BIT Indonesia yang sebelumnya. Untuk itu 
Indonesia harus menyusun strategi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di semua PII 
khususnya BIT. Indonesia juga harus mengidentifikasi  resiko yang berpotensi muncul dari 
klausul penyelesaian sengketa yang dirumuskan dalam  BIT yang Sudah diratifikasi dan masih 
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berlaku untuk Indonesia; Disamping itu Indonesia harus segera menyusun template model BIT 
Indonesia yang baru sebagai dasar negosiasi dengan negara mitra.91  
Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, beberapa catatan penting untuk model 
BIT Indonesia yang baru yang dapat saya rekomendasikan adalah sebagai berikut: Pertama  
Perlindungan investasi dan liberalisasi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara dalam 
membuat kebijakan untuk kepentingan publik. Belajar dari kasus White Industries Australia 
Limited v. Republic of India, Philip Morris Asia Ltd. v. Australia,92 Lone Pine Resources Inc. v. 
The Government of Canada93, BIT Indonesia yang baru hendaknya diformulasikan sedemikian 
rupa sehingga tetap bisa memberikan fleksibilitas kepada Indonesia selaku  tuan rumah untuk 
mengatur kebijakan investasinya dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya,  melindungi hak-
hak buruh, kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan, moral publik atau ketertiban umum. 
BIT  dengan  sesama  negara berkembang  sangat baik untuk semakin ditingkatkan. Kedua BIT 
baru  hendaknya menjamin tidak adanya denial of justice terhadap investor. Ketiga, BIT baru  
hendaknya merevisi definisi   istilah-istilah seperti investasi, FET, expropriation yang selama ini 
diberikan dengan yang sangat terbuka dan membuka peluang ditafsirkan dengan sangat luas; 
Keempat BIT baru hendaknya memuat klausul kewajiban investor asing, tidak hanya kewajiban 
Indonesia saja selaku tuan rumah; klausul  kewajiban exhaustion of local remedies; klausul 
pencegahan sengketa, juga klausul pembatasan penerapan National treatment dan Most favoured 
Nations (MFN); Kelima   mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT baru hendaknya dengan 
persyaratan tertentu seperti consent in writing dan harus dilakukan melalui perjanjian terpisah 
(SWA). keenam, kemungkinan pembentukan ISDS baru selain ICSID dan UNCITRAL.  Khusus 
terkait klausul pencegahan sengketa, beberapa point yang direkomendasikan oleh Mark Feldman, 
guru besar School of Transnational Law, Peking university adalah sebagai berikut:94 

a. creation dispute prevention policy 
b. creation of investment ombudsman 
c. regulatory transparency 
d. cooling of periods, mediation/conciliation 
e. political subdivision 
f. communications with treaty partners 
g. negotiations/disputes relationship 

 Bapak ibu tamu undangan yang saya muliakan, sebagaimana diakui BKPM salah satu 
penyebab munculnya sengketa Indonesia-investor asing di forum ISDS adalah karena kurangnya 
pemahaman terhadap kewajiban yang muncul dari  BIT di berbagai kalangan baik unsur eksekutif, 
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legislative maupun yudikatif juga di tingkat pusat maupun daerah.95 Disini terbukti bahwa kurang 
membumi dan dipahaminya  hukum internasional tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat luas, 
tetapi juga terjadi di pemerintahan baik pusat maupun daerah, bahkan juga di unsur legislative 
dan yudikatif. Oleh karena itu  sangatlah penting kiranya sesuai topik pidato pengukuhan guru 
besar ini untuk membumikan hukum internasional  di bumi Indonesia tercinta ini supaya 
Indonesia bisa memanfaatkan hukum internasional terhadap pihak-pihak asing untuk kepentingan 
Indonesia. Sudah bukan saatnya Indonesia hanya dijadikan obyek, dimana pihak-pihak asing 
menggunakan hukum internasional terhadap Indonesia untuk kepentingan mereka.  
 
Penutup 
Bapak ibu segenap tamu undangan yang saya muliakan, untuk mengakhiri pidato pengukuhan ini 
ijinkan saya menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah  SWT karena perolehan  jabatan 
fungsional dan kepangkatan tertinggi di bidang Pendidikan ini dapat saya raih  semata-mata 
karena kemudahan, kemurahan hati dan karunia dari Allah SWT . Semoga tawadlu, istiqomah 
senantiasa Allah limpahkan pada saya dalam perjalanan karir saya menjadi dosen di fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta. Semoga Allah memudahkan saya dan keluarga besar 
saya untuk melakukan kebaikan yang dirodhoi oleh Allah Swt,  Menjauhkan kami  ilmu yang 
tidak bermanfaat, jiwa yang tidak pernah terpuaskan, hati yang tidak pernah tenang dan doa yang 
tidak pernah Allah dengarkan.  
Selanjutnya ijinkan juga saya untuk mengucapkan Terimakasih  kepada Kemenristekdikti atas 
kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan Guru besar 
bidang hukum internasional . Semoga saya dapat mengemban amanah keilmuan ini dengan penuh 
tanggung jawab dan mampu menebar manfaat dan maslahat kepada masyarakat. 
Bapak ibu hadirin yang saya hormati, pencapaian saya pada puncak jabatan akademik tertinggi 
ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini ijinkan saya untuk 
menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah 
mengantarkan saya ke puncak karir akademik ini. Pertama-tama ucapan terimakasih yang tidak 
terhingga khusus kepada ibunda saya tercinta almarhumah Reni Maryani, yang tidak sempat 
melihat saya lulus program Doktor apalagi pengukuhan guru besar pada hari ini. Begitu banyak 
doa yang selalu ibu panjatkan untuk keberhasilan saya, begitu  besar jasa dan pengorbanan ibu 
saya atas capaian ini yang tidak mungkin terbalaskan sekalipun dengan semua amal yang saya 
miliki. Demikian pula pada almarhum ayahanda saya A. Lahip Saleh yang juga sudah lebih  lebih 
lama mendahului. Hanya doa terbaik yang senantiasa dapat saya panjatkan untuk mereka berdua 
semoga memperoleh ampunan, mendapat kenikmatan kubur, dimudahkan di yaumul hizab nanti 
dan dimasukkan dalam surgaNya.  
Terimakasih yang tak terhingga juga saya sampaikan untuk ibu mertua  saya Ibu sindu Asmoro 
yang selalu mendampingi saat saya promosi Doktor bahkan juga di hari yang membahagiakan ini 
serta almarhum Bpk Sindu Asmoro meskipun saya tidak sempat mengenal beliau yang telah 
berpulang jauh sebelum saya menikah. 
Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk suami saya tercinta Sagara Asmara, dua 
buah hati saya Muhammad Zensa Asmara dan Muhammad Zenryu Asmara yang senantiasa sabar 
atas kesibukan-kesibukan saya dan tak lupa selalu mendoakan saya dengan doa terbaik kalian   
bertiga.  
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Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk semua kakak, adik, mbak, mas, keluarga 
besar A. lahip Saleh, dan keluarga besar Sindu Asmoro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 
atas doa dan dukungannya selama ini. 
 Bapak ibu segenap tamu undangan yang saya hormati perkenankan saya dalam kesempatan ini 
menghaturkan terimakasih sedalam-dalamnya serta rasa hormat kepada semua guru saya di FH 
UGM khususnya  di bagian hukum internasional Prof Dr FX sugeng Istanto; Prof Dr Marsudi 
triatmodjo; Prof Dr Sigit Riyanto; (alm) Prof Dr Burhan Tsani, Dr Hari Purwanto, dan  Ibu 
Endang Purwaningsih SH MHum; Semua guru-guru saya  di FH Universitas Padjadjaran 
Bandung khususnya Prof Dr Mieke Komar Kantaatmadja, Prof Dr Huala Adolf, Prof Dr 
Djuhaendah Hasan, (alm) Prof Dr Yudha Bakti juga Prof Dr Ahmad Ramli. Semua guru-guru 
saya di SMA, SMP,  SD dan TK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semua ilmu 
yang bapak ibu berikan dengan tulus menjadi amal jariyah bapak ibu guru semua. Aamiin. 
Demikian pula ucapan terimakasih sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada pengurus 
Yayasan badan wakaf , Bapak Rektor, wakil rector , Dekan dan wakil Dekan FH UII masa bakti 
2014-2018,  dan 2018-2022 ( proses pengajuan guru besar saya mulai agustus 2016 dan SK 
diterima oktober 2018), semua tendik di lingkungan FH UII juga rektorat yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu , terimakasih atas dukungan dan semua bantuannya selama ini. 
Selanjutnya , Terimakasih yang tak terhingga dihaturkan juga khusus kepada Koordinator 
Lembaga  Layanan DIkti Wilayah 5 Bapak Dr  Bambang Supriyadi Bersama Bapak Rektor UII 
antar waktu 2017-2018 Nandang Sutrisno SH, MHum, LLM, PhD atas dukungan yang luar biasa 
mendampingi saya melakukan audiensi dengan kemenristek dikti di Jakarta pada 22 Mei 2018 
dalam rangka pengurusan GB saya.  
Selanjutnya ijinkan saya juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada rekan sejawat 
saya di FH UII atas doa dan dukungannya selama ini khususnya rekan-rekan di  Departemen 
Hukum Internasional prof Dr Jawahir Thontowi, Nandang Sutrisno, SH MHum, L.LM, PhD, Sri 
Wartini, SH, Mhum, PhD, Pudak Nayati, SH, L.LM,  juga Dodik Setiawan SH, MHum, L.LM, 
PhD. Tidak lupa juga kepada senior-senior saya di FH UII yang selalu menginspirasi saya dalam 
banyak hal  Ibu Muryati Marzuki SH, SU, Ibu Sri wardah SH, SU, Dr Artidjo Alkostar SH L.LM, 
Prof Dr Moh Mahfud M.D, Prof Dr Rusli Muhammad SH, MH, (alm) Prof Dr Dahlan Thaib, SH, 
MSi,  Zaenal Abidin, SH, SU,  MPA; Dr M Busyro Muqoddas, SH MHum, Dr Mustaqim SH 
MHum, Endro Kumoro, SH, MHum, Sujitno, SH, MHum, Dr Aunurrohim faqih, SH MHum, 
Masyhud Ashari, SH MKn,  Dr Salman Luthan SH, MHum, Dr Suparman Marzuki, SH MSi, Dr 
Zairin Harahap, SH MHum, Dr Winahyu erwiningsih, SH, MHum,  Prof Dr Ridwan Khairandy, 
SH MH, Dr Saifudin SH MH, Prof Dr Ni’matul Huda, SH MHum, Dr Arif Setiawan SH MH, Dr 
Abdul Jamil SH, MH, Nurjihad, SH MH, Erry Arifudin, SH MHum, Dr Rohidin, Karimatul 
Ummah, SH, MHum, Abdul Kholik, SH, MHum. Rekan seangkatan saya Dr Ridwan HR, SH 
MHum, Drs Agus Triyanta, M.Hum, MA, P.hD, Dr Aroma Elmina Martha, SH, MH dan 
almarhumah Dr (cand) Mila Karmila Adi, SH MHum.  
Bapak ibu hadirin yang saya hormati , terimakasih yang terhingga juga saya ucapkan untuk semua 
yunior saya di FH UII , dosen-dosen muda yang hebat dan sangat membanggakan yang tidak bisa 
saya sebutkan satu persatu.  
Selanjutnya diucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kebersamaan, doa dan 
dukungannya kepada rekan-rekan di BPM UII 2014-2018, Kariyam, S.Si, M.Si , Tito Juwana, 
ST, MT, Dra Indah Susantun.MSi, Feri Wijayanto, ST, MT; Winda Nurcahyo, PhD, Mbak Bekti, 
mas Jono, juga Mbak askoning 



Terimakasih yang tidak terhingga tidak lupa saya sampaikan kepada semua rekan angkatan 88 
FH UGM yang tulus dan kompak hadir memberikan dukungan pada saya pada hari ini , juga 
rekan-rekan angkatan 88 SMA 1 “Teladan” Yogyakarta, serta rekan-rekan pawitikra SMPN 5 
yogyakarta  kelas F angkatan 1982-1985.  
Bapak ibu tamu undangan yang saya hormati secara khusus saya sampaikan banyak terimakasih 
kepada Rektor UII beserta jajarannya yang telah memfasilitasi pidato pengukuhan saya pada hari 
ini.   
Bapak ibu yang saya muliakani Saya yakin pidato ini masih sangat banyak  kekurangannya. 
Namun demikian kiranya besar harapan saya semoga karya kecil ini bisa menambah khasanah 
kajian di bidang hukum internasional. Semoga hukum internasional bisa semakin  membumi dan 
bermanfaat bagi Indonesia. Akhirnya, Terimakasih atas kesabaran dan kebaikan hati seluruh 
hadirin dan  segenap tamu undangan mengikuti prosesi pidato pengukuhan ini . Mohon maaf atas 
khilaf dan salah kata, maupun hal lain yang kurang berkenan. Semoga pidato ini ada manfaatnya..  
Billahittaufik Wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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